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PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran 
Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank 
Maybank Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 
ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia 
dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) 
kepada OJK dengan surat No. S.2017.080/DIR FIN tanggal 31 Maret 2017, sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-
peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017” dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar  
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank 
Indonesia Tahap I Tahun 2017” dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 
(satu triliun rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi No. SP-00004/BEI.PP1/03-2017 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat antara 
Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah dan Obligasi di BEI tidak 
terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Sukuk 
Mudharabah dan Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Obligasi. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 
perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti terkait Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, 
Perseroan telah memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penerbitan Sukuk 
Mudharabah dan Obligasi berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No: S-37/PB.32/2017 tanggal 26 
Mei 2017 perihal Persetujuan Rencana Penerbitan Produk Baru Obligasi Berkelanjutan II (Obligasi) dan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan II (Sukuk Mudharabah) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Perseroan, para Penjamin 
Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka 
Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat 
dan laporan yang disajikan dalam Prospektus Ringkas ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode 
etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, 
semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat 
pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini tanpa sebelumnya 
memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi serta Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah 
dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran 
Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun 
tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Kim Eng Securities yang 
memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan adanya kesamaan pemegang saham pengendali, 
yaitu Maybank. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan 
Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang 
Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM 
KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN
Nama Sukuk Mudharabah
Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah ”Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017”.
Jenis Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan 
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk 
Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya 
untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo 
Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk 
Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada 
tanggal 11 Juli 2020 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah
Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan 
dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana 
dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.
Nisbah
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar ●% (● persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang 
Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah berbasis 
piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa  sebesar ●% (● persen) per tahun. Perseroan 
wajib menjaga rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil 
namun tidak termasuk pendapatan sewa tidak kurang dari ●% (●persen). Namun apabila rata rata tingkat imbal 
hasil (rate) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa 
melebihi dari ●% (● persen), maka atas nilai kelebihan tersebut akan menjadi hak Perseroan.
Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung 
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan 
yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari 
perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).
Indikatif Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 (● 
Rupiah) setiap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun.
Pendapatan yang dibagihasilkan diambil dari pendapatan portofolio pembiayaan syariah berbasis piutang 
dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa yang dimiliki Unit Usaha Syariah Emiten, dengan 
ketentuan yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan setelah berakhirnya masa 
penawaran awal.
Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam 
persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender. Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke - Tanggal
1 11 Oktober 2017
2 11 Januari 2017
3 11 April 2018
4 11 Juli 2018
5 11 Oktober 2018
6 11 Januari 2018
7 11 April 2019
8 11 Juli 2019
9 11 Oktober 2019

10 11 Januari 2019
11 11 April 2020
12 11 Juli 2020

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah 
melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil  yang bersangkutan.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah
Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah ini adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) atau kelipatannya. Jumlah 
minimum pemesanan Sukuk Mudharabah adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya. 
Jaminan
Sukuk Mudharabah  ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik 
Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara 
Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik 
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara 
khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya 
yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah  ini secara pari passu 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah
a.	 Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari 

Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran kembali 
Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Dana 
Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah 
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

b.	 Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil  adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum 
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan 
Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil  pada periode Pendapatan Bagi 
Hasil  yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c.	 Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal 
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan 
harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan 
yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan 
kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah 
yang dimilikinya.

d.	 Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Mudharabah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh 
persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang terhutang (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang 
dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasinya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk 
Mudharabah agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan 
asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki 
oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk 
Mudharabah tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam 
KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

e.	 Hak suara Pemegang Sukuk Mudharabah diatur bahwa setiap Pemegang Sukuk Mudharabah senilai Rp1 
(satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN
Nama Obligasi 
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah ”Obligasi Berkelanjutan 
II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017”.
Jenis Obligasi 
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan 
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas 
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang 
Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. 
Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi 
Dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu 
triliun Rupiah).Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, 
dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya 
adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Setiap 
Pemegang Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam 
RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 
100% (seratus persen) dari nilai nominal, berjangka waktu 5 (lima) tahun untuk seri A, 7 (tujuh) tahun untuk seri 
B, dan 10 (10) tahun untuk seri C, terhitung sejak Tanggal Emisi. Tingkat Bunga Obligasi adalah ●% (● persen) 
per tahun untuk seri A, ●% (● persen) per tahun untuk seri B, dan ●% (● persen) per tahun untuk seri C, yang 
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, 
dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam 
puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga 
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan 
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2022 untuk 
seri A, 11 Juli 11 Juli 2024 untuk seri B, dan 11 Juli 2027 untuk seri C. Obligasi harus dilunasi dengan harga 
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang 
Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.
Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Tanggal Bunga Ke Tanggal
1 11 Oktober 2017 11 11 April 2020
2 11 Januari 2017 12 11 Juli 2020
3 11 April 2018 13 11 Oktober 2020
4 11 Juli 2018 14 11 Januari 2020
5 11 Oktober 2018 15 11 April 2021
6 11 Januari 2018 16 11 Juli 2021
7 11 April 2019 17 11 Oktober 2021
8 11 Juli 2019 18 11 Januari 2021
9 11 Oktober 2019 19 11 April 2022

10 11 Januari 2019 20 11 Juli 2022
Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Tanggal Bunga Ke Tanggal
1 11 Oktober 2017 15 11 April 2021
2 11 Januari 2017 16 11 Juli 2021
3 11 April 2018 17 11 Oktober 2021
4 11 Juli 2018 18 11 Januari 2021
5 11 Oktober 2018 19 11 April 2022
6 11 Januari 2018 20 11 Juli 2022
7 11 April 2019 21 11 Oktober 2022
8 11 Juli 2019 22 11 Januari 2022
9 11 Oktober 2019 23 11 April 2023

10 11 Januari 2019 24 11 Juli 2023
11 11 April 2020 25 11 Oktober 2023
12 11 Juli 2020 26 11 Januari 2023
13 11 Oktober 2020 27 11 April 2024
14 11 Januari 2020 28 11 Juli 2024

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri C adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Tanggal Bunga Ke Tanggal
1 11 Oktober 2017 21 11 Oktober 2022
2 11 Januari 2017 22 11 Januari 2022
3 11 April 2018 23 11 April 2023
4 11 Juli 2018 24 11 Juli 2023
5 11 Oktober 2018 25 11 Oktober 2023
6 11 Januari 2018 26 11 Januari 2023
7 11 April 2019 27 11 April 2024
8 11 Juli 2019 28 11 Juli 2024
9 11 Oktober 2019 29 11 Oktober 2024

10 11 Januari 2019 30 11 Januari 2024
11 11 April 2020 31 11 April 2025
12 11 Juli 2020 32 11 Juli 2025
13 11 Oktober 2020 33 11 Oktober 2025

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) 
NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT 
DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU 
PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS 
RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI 
ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Sentral Senayan III Lantai 26

 Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno  
Jakarta Selatan 10270, Indonesia

Telp. (021) 29228888
Fax. (021) 29228914

Website: www.maybank.co.id 

Jaringan Kantor
Memiliki 425 kantor domestik yang terdiri dari 79 kantor cabang, 312 kantor cabang pembantu, 

1 kantor kas, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23 kantor fungsional mikro, 7 kantor cabang 
syariah, 1 kantor cabang pembantu syariah mikro yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1 

kantor cabang luar negri yang berlokasi di Mumbai.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 (“SUKUK MUDHARABAH”) DENGAN TOTAL 
DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,00 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara 
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitun-
gan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar ●% (● persen) yang dihitung dari Pendapatan 
Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan Rupiah sebesar ●% (● persen). Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp●,00 
(●,Rupiah) setiap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Pembayaran Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 11 Juli 2020 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-

BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH)
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan 
Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat 
dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan 
dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 11 Juli 2022  untuk Obligasi Seri A, 11 Juli 2024 
untuk Obligasi Seri B, dan 11 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan 
kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN 
SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK 
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SECARA PARI PASSU INI SESUAI 
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, NAMUN DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK-HAK DARI PEMEGANG SUKUK 
MUDHARABAH DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. 
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG 
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN 
DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK 
KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS 
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL 
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI 
KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN TELAH 
MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA 

(PEFINDO):

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL 
PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA(sy) (Triple A Syariah) idAAA (Triple A)
PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK :

 
PT BAHANA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017

Bunga Ke Tanggal Bunga Ke Tanggal
14 11 Januari 2020 34 11 Januari 2025
15 11 April 2021 35 11 April 2026
16 11 Juli 2021 36 11 Juli 2026
17 11 Oktober 2021 37 11 Oktober 2026
18 11 Januari 2021 38 11 Januari 2026
19 11 April 2022 39 11 April 2027
20 11 Juli 2022 40 11 Juli 2027

Satuan Pemindahbukuan
Satuan Pemindahbukuan Obligasi ini adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum 
pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan 
dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik 
Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah 
ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus 
kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak 
dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian 
Perwaliamanatan,sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hak-Hak Pemegang Obligasi 
1.	 Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal 

Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang 
Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.	 Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu 
persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana 
secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal 
jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 

3.	 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh 
Afiliasi Perseroan berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan 
RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta 
dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi 
yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi 
yang tercantum dalam KTUR tersebut.

4.	 Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
a.	 Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan 

pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain; 
b.	 Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian 

Perwaliamanatan Obligasi; 
c.	 Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi 

termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan 
ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor: VI.C.4 
tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam 
lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010;

d.	 Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai 
perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara 
atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi;

e.	 Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat 
untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar 
Modal dan KSEI; 

f.	 Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

g.	 Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu 
kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

RENCANA PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi 
biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah 
Perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang 
diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya 
akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, 
terutama untuk penyaluran kredit.
PERNYATAAN UTANG
Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 
yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 
Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus  
dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”), akuntan publik 
independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan 
oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi paragraf hal-hal 
lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk dan tujuan penerbitan laporan sehubungan dengan 
rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dan 
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia.
Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp147.406.296 juta dengan 
perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN JUMLAH
Liabilitas segera 779.321
Simpanan nasabah

Pihak berelasi 76.522
Pihak ketiga 118.855.429

Simpanan dari bank lain
Pihak berelasi 822.057
Pihak ketiga 1.968.551

Liabilitas derivatif
Pihak berelasi 11.689
Pihak ketiga 211.619

Liabilitas akseptasi
Pihak berelasi 649
Pihak ketiga 2.257.980

Surat berharga yang diterbitkan
Pihak berelasi 415.776
Pihak ketiga 4.940.787

Pinjaman diterima
Pihak berelasi 1.029.466
Pihak ketiga 1.320.914

Utang pajak 575.819
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain

Pihak berelasi 50.168
Pihak ketiga 3.067.170

Obligasi subordinasi
Pihak berelasi 1.963.843
Pihak ketiga 3.323.371

Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual 5.735.165
JUMLAH LIABILITAS 147.406.296

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL 
DITERBITKANNYA PROSPEKTUS RINGKAS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH 
LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI 
LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN 
USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM 
PROSPEKTUS RINGKAS INI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN 
KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN 
MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA 
SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. PERSEROAN TELAH MEMENUHI 
SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. 
TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG 
SAHAM PUBLIK. TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH 
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan 
konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
(“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil 
Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. 
Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas 
induk dan tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan 
rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dan 
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember
2016 2015

ASET
Kas 1.470.208 1.978.750
Giro pada Bank Indonesia 9.448.665 10.329.997
Giro pada bank lain

Pihak berelasi 7.457 4.985
Pihak ketiga 4.315.287 1.847.067

4.322.744 1.852.052
Dikurangi: 

Cadangan kerugian penurunan nilai (25.772) (151)
Giro pada bank lain - neto 4.296.972 1.851.901
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Pihak berelasi - -
Pihak ketiga 3.554.721 13.948.893

  3.554.721 13.948.893
Dikurangi: 

Cadangan kerugian penurunan nilai (1.000) (1.200)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto 3.553.721 13.947.693
Efek-efek yang diperdagangkan 1.735.426 451.475
Investasi keuangan 15.887.344 9.671.663
Dikurangi: 

Cadangan kerugian penurunan nilai (198.100) (204.789)
Investasi keuangan - neto 15.689.244 9.466.874
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 840.566 647.828
Dikurangi:

Pendapatan bunga yang belum diamortisasi (3.490) (565)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto 837.076 647.263
Tagihan derivatif

Pihak berelasi 14.173 12.237
Pihak ketiga 261.430 341.104

275.603 353.341
Dikurangi:

Cadangan kerugian penurunan nilai (144) (4.047)
Tagihan derivatif - neto 275.459 349.294
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah

Pihak berelasi 90.183 120.669
Pihak ketiga 109.898.508 104.081.038

  109.988.691 104.201.707
Dikurangi: 

Cadangan kerugian penurunan nilai (1.986.314) (1.871.461)
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah - neto 108.002.377 102.330.246
Piutang pembiayaan konsumen 6.850.334 11.175.482
Dikurangi:

Pendapatan pembiayaan konsumen  yang belum diakui (1.103.119) (2.848.426)
Cadangan kerugian penurunan nilai (13.827) (167.395)

Piutang pembiayaan konsumen - neto 5.733.388 8.159.661
Tagihan akseptasi 2.259.049 2.116.213
Aset pajak tangguhan 272.095 252.068
Aset tetap 3.905.898 2.628.531
Dikurangi: 

Akumulasi penyusutan (1.360.816) (1.483.308)
Aset tetap - neto 2.545.082 1.145.223
Aset tidak berwujud - neto 249.899 212.274
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain

Pihak berelasi 30.819 1.053
Pihak ketiga 3.955.638 4.425.194

3.986.457 4.426.247
Dikurangi:

Cadangan kerugian penurunan nilai (64.954) (20.573)
Cadangan kerugian (33.972) (25.593)

(98.926) (46.166)
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain - neto 3.887.531 4.380.081
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual 6.422.710 -

JUMLAH ASET 166.678.902 157.619.013

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
 31 Desember 

2016 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS  
LIABILITAS  
Liabilitas segera 779.321 834.200
Simpanan nasabah
        Pihak berelasi 76.522 97.197
        Pihak ketiga 118.855.429 115.389.239
    118.931.951 115.486.436
Simpanan dari bank lain
         Pihak berelasi 822.057 458.837
         Pihak ketiga 1.968.551 2.439.625
    2.790.608 2.898.462

      Liabilitas derivatif
        Pihak berelasi 11.689 3.933
        Pihak ketiga 211.619 374.072

223.308 378.005
      Liabilitas akseptasi
         Pihak berelasi 649 837
         Pihak ketiga 2.257.980 2.109.323
    2.258.629 2.110.160
Surat berharga yang diterbitkan
        Pihak berelasi 415.776 652.422
        Pihak ketiga 4.940.787 6.931.036
  5.356.563 7.583.458
 Pinjaman diterima
         Pihak berelasi 1.029.466 1.038.814
         Pihak ketiga 1.320.914 3.236.682

2.350.380 4.275.496
Utang pajak 575.819 180.109
Liabilitas pajak tangguhan - 118.102
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain
        Pihak berelasi 50.168 72.712

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
 31 Desember 

2016 2015
        Pihak ketiga 3.067.170 3.451.637
    3.117.338 3.524.349
Obligasi subordinasi
        Pihak berelasi 1.963.843 1.583.393
        Pihak ketiga 3.323.371 2.903.575

5.287.214 4.486.968
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual 5.735.165 -

JUMLAH LIABILITAS 147.406.296 141.875.745
(dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan
31 Desember

2016 2015
EKUITAS 
Ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk
Modal Saham
  Modal Dasar -

    476.608.857.231 saham per
31 Desember  2016 dan 2015 terdiri dari:

      388.146.231 saham Seri A
      dengan nilai nominal 
      Rp900 (nilai penuh) 
      per saham;
      8.891.200.000 saham Seri B
      dengan nilai nominal
      Rp225 (nilai penuh) 
      per saham; dan
      467.329.511.000 saham Seri D
      dengan nilai nominal Rp22,50
      (nilai penuh) per saham
  Modal ditempatkan dan disetor penuh

388.146.231 saham Seri A, 8.891.200.000 saham Seri B 
dan 58.467.494.499 saham seri D per 31 Desember 2016 
dan 2015 3.665.370 3.665.370

Tambahan modal disetor 4.555.587 4.555.587
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata  
    uang asing 32.933 34.541
Selisih transaksi antara pemegang saham entitas anak (57.313) (57.313)
Cadangan revaluasi aset tetap 1.501.675 -
(Kerugian) yang belum direalisasi
    atas perubahan nilai wajar
    investasi keuangan yang
    tersedia untuk dijual -
    setelah pajak tangguhan (44.755) (103.357)
Kerugian aktuarial atas program
    manfaat pasti setelah
    pajak tangguhan (107.136) (115.343)
Bagian atas kelompok lepasan
    yang dimiliki untuk dijual (4.627) -
Cadangan umum 433.610 376.656
Saldo laba 9.040.872 7.149.514
Jumlah ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk 19.016.216 15.505.655
Kepentingan non-pengendali 256.390 237.613
       
JUMLAH EKUITAS 19.272.606 15.743.268
     
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 166.678.902 157.619.013

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember
2016 2015

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan dan beban bunga dan Syariah
  Pendapatan bunga dan Syariah 13.546.449 12.923.499
  Beban bunga dan Syariah 6.938.906 6.962.123
Pendapatan bunga dan Syariah - neto 6.607.543 5.961.376
Pendapatan/(beban) operasional lainnya
  Pendapatan operasional lainnya:

 
Provisi dan komisi selain dari
  kredit yang diberikan 789.621 823.830

 
Keuntungan/(kerugian) transaksi mata
  uang asing - neto 226.518 185.810

 
Keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan 
investasi keuangan - neto 110.275 14.596

  Pendapatan lainnya 977.439 995.782
  Jumlah pendapatan operasional lainnya 2.103.853 2.020.018
  Beban operasional lainnya:

 
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan 
- neto 1.585.689 1.972.703

  Penyisihan /(pemulihan) kerugian atas aset non-produktif 9.199 6.625
Penurunan/(kenaikan) nilai efek-efek yang diperdagangkan - neto 2.718 (642)
Umum dan administrasi 2.490.103 2.492.061

    Tenaga kerja 2.038.504 1.953.918
  Jumlah beban operasional lainnya 6.126.213 6.424.665
Beban operasional lainnya - neto (4.022.360) (4.404.647)
Pendapatan operasional - neto 2.585.183 1.556.729
Pendapatan/(beban) non-operasional - bersih 25.457 87.311
Laba sebelum beban pajak 2.610.640 1.644.040
Beban pajak - neto (676.452) (398.378)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan 1.934.188 1.245.662
Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan 33.088 (102.100)
Laba tahun berjalan 1.967.276 1.143.562
Pendapatan komprehensif lainnya:
Operasi yang dilanjutkan:
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:
Keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti 5.319 112.135
Keuntungan revaluasi aset tetap 1.501.675 -
Pajak penghasilan terkait dengan
        komponen pendapatan
        komprehensif lainnya (1.330) (28.033)
Sub Jumlah 1.505.664 84.102
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan (1.608) 13.470
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi   
    keuangan yang tersedia untuk dijual 79.980 (61.214)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan  
    komprehensif lainnya (21.378) 15.383
Sub Jumlah 56.994 (32.361)
Laba komprehensif lainnya - setelah pajak dari operasi yang  
    dilanjutkan 1.562.658 51.741
Operasi yang dihentikan:
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:
(Kerugian)/keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti (795) 12.923
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan 
komprehensif lainnya 199 (3.231)
(Rugi)/laba komprehensif lainnya - setelah pajak dari operasi 
    yang dihentikan (596) 9.692
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan 3.529.338 1.204.995
Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk:
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan 1.934.188 1.245.662
Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang diberhentikan 14.124 (106.592)
Sub Jumlah 1.948.312 1.139.070
Kepentingan non-pengendali:
Laba tahun berjalan dari operasi yang di berhentikan 18.964 4.492

1.967.276 1.143.562
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan bersih dapat  
    diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk:
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan 3.496.846 1.297.403
Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang diberhentikan 13.715 (100.986)
Sub Jumlah 3.510.561 1.196.417
Kepentingan non-pengendali:
Laba tahun berjalan dari operasi yang diberhentikan 18.777 8.578

3.529.338 1.204.995
Laba/(rugi) per Saham Dasar
Dari operasi yang dilanjutkan 28,55 18,39
Dari operasi yang diberhentikan 0,21 (1,57)
Nilai Penuh 28,76 16,82

RASIO KEUANGAN

Keterangan
31 Desember dan tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut
2016 2015

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan bunga - neto(1) 10,84% 8,76%
Pendapatan operasional - neto(1) 66,07% 57,70%
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan(1) 55,27% 67,00%
Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang diberhentikan(1) -132,41% 330,02%
Jumlah aset(1) 5,75% 9,94%
Jumlah liabilitas(1) 3,90% 10,09%
Jumlah ekuitas(1) 22,42% 8,61%
Permodalan 
CAR (Rasio Total)(2)* 16,98% 14,93%

Kualitas Aset
Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif (3)* 2,90% 3,05%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif (4) * 1,62% 1,56%
Pemenuhan PPA Produktif (5)* 64,08% 55,02%

Rentabilitas
ROA (6) * 1,48% 0,84%
ROE (7) * 11,84% 7,52%
BOPO (8) * 85,81% 91,70%
NIM (9) * 4,59% 4,46%

Kualitas Kredit
Net NPL (10)* 2,37% 2,55%
Gross NPL (11)* 3,58% 3,81%

Likuiditas
LDR (12) * 88,92% 86,14%

Kepatuhan (Compliance)
Persentase pelanggaran BMPK* 0,00% 0,00%
GWM Rupiah*

Utama (13) 7,06% 8,11%
Sekunder (13) 6,67% 10,25%

GWM Mata Uang Asing (13) * 8,40% 8,33%
PDN(14) * 5,63% 4,69%

* Perseroan
1)	 Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait 

sebagai berikut: 
(i)	 untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang 

bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau 
(ii)	untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, 

masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun 
tersebut untuk tahun yang sama pada tahun sebelumnya. 

2)	 CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan peraturan BI merupakan rasio modal Tier 1 ditambah 
modal Tier II terhadap dengan jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional dan risiko 
pasar pada akhir periode yang bersangkutan.

3)	 Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif merupakan rasio aset produktif bermasalah 
(diluar transaksi rekening administratif) terhadap total aset produktif (diluar transaksi administratif) pada 
akhir periode yang bersangkutan. Aset produktif bermasalah adalah aset dengan kualitas kurang lancar, 
diragukan, dan macet sedangkan cakupan komponen aset produktif dan aset non produktif adalah sesuai 
ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.

4)	 Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio 
CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif (diluar transaksi rekening administratif). CKPN adalah 
cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) mengenai Instrumen  Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang 
mencakup CKPN Individual dan CKPN kolektif sedangkan cakupan komponen aset produktif adalah 
sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.

5)	 Rasio pemenuhan PPA (Penyisihan Penurunan Aset) produktif adalah rasio total CKPN terhadap total PPA 
produktif .CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 
(PAPI), yang mencakup CKPN Individual dan CKPN kolektif sedangkan total PPA produktif dihitung sesuai 
dengan ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.

6)	 ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba sebelum pajak terhadap 
rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba periode berjalan sebelum pajak yang disetahunkan 
sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama periode 
yang bersangkutan.



7)	 ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba setelah pajak terhadap 
rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba periode berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik yang disetahunkan sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) 
pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan. 

8)	 Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional 
(termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk 
periode yang bersangkutan.

9)	 Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio pendapatan 
bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga 
dikurangi beban bunga yang disetahunkan sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total 
aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.

10)	Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap 
total kredit pada akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang 
lancar, diragukan dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai 
ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI yang mencakup CKPN kredit secara 
individual dan kolektif. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum 
dikurangi CKPN).

11)	Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada 
akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan 
dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum 
dikurangi CKPN).

12)	Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit 
terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.

13)	GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.
14)	PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan BI yaitu PBI No. 14/5/PBI/2012 tanggal 8 Juni 

2012 tentang Perubahan atas PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
PENDAPATAN BUNGA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015
Pendapatan bunga dan syariah - neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 adalah sebesar Rp6.607.543 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp646.167 juta atau 10,8% dari 
Rp5.961.376 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pertumbuhan Pendapatan bunga 
dan syariah - neto (NII) yang kuat terutama karena kedisiplinan Perseroan dalam melakukan pricing kredit dan 
pengelolaan dana secara aktif. Perseroan juga melaporkan peningkatan marjin bunga bersih (NIM) menjadi 
4,6% pada Desember 2016 dari 4,5% pada 2015. Peningkatan ini juga dicapai melalui kedisiplinan Bank dalam 
mengelola pendapatan dan biaya bunga secara ketat ditengah kondisi penurunan suku bunga kredit dengan 
alokasi yang lebih baik terhadap aset produktif dan utilisasi dana yang lebih optimal. Pendapatan bunga dan 
syariah meningkat sebesar 4,8% atau Rp622.950 juta, dari Rp12.923.499 juta untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp13.546.449 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan bunga dari efek-efek sebesar Rp572.280 juta 
atau 158,7% serta dari syariah yang meningkat sebesar Rp281.373 juta atau 34,7% dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Perbankan Syariah (UUS) terus mencatat kinerja yang 
kuat sepanjang 2016. Total pembiayaan UUS tumbuh 61,2% dari Rp8.7 triliun pada Desember 2015 menjadi 
Rp14.0 triliun pada Desember 2016. 
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015
Total pendapatan operasional lainnya konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 
sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp83.835 juta atau 4,2% menjadi Rp2.103.853 juta dibandingkan dengan 
perolehan yang sama tahun 2015 sebesar Rp2.020.018 juta. Peningkatan, terutama dari pendapatan terkait 
kegiatan tresuri yaitu keuntungan transaksi mata uang asing - neto dan keuntungan penjualan efek-efek 
yang diperdagangkan dan investasi keuangan - neto yang meningkat masing-masing 21,9% dan 655,5%.
PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015
Beban operasional lainnya (di luar penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan - neto 
dan penyisihan/(pemulihan) kerugian atas aset non-produktif) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 adalah sebesar Rp4.531.325 juta, meningkat sebesar 1,9% atau Rp85.988 juta dari sebesar 
Rp4.445.337 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pengelolaan pengeluaran biaya 
Bank didukung oleh penerapan Strategic Cost Management Program (SCMP) yang secara intensif dan telah 
menjadi disiplin keseharian dalam operasional bank sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan 
efisiensi dan produktivitas yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan biaya Bank tersebut telah berdampak 
positif terhadap rasio beban operasional lainnya terhadap pendapatan operasional kotor (Cost to income ratio) 
yang berhasil tercatat dibawah 55% ditahun 2016, yaitu menjadi sebesar 52,9%.
LABA TAHUN BERJALAN 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015
Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
sebesar Rp1.948.312 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang mengalami 
kenaikan sebesar 71,0% atau Rp809.242 juta dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.139.070 juta. 
Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih, disiplin dalam pengelolaan biaya 
serta lebih rendahnya beban provisi yang dibukukan. Perolehan laba tertinggi ini menunjukkan kemampuan 
Bank dalam menjalankan strategi yang ditetapkan dengan baik serta didukung oleh penguatan kapabilitas 
organisasi yang berkesinambungan. Pendapatan bunga bersih (NII) tumbuh 10,8% menjadi Rp6,6 triliun untuk 
tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 dari Rp6,0 triliun pada 2015.  Pertumbuhan NII yang kuat 
terutama karena kedisiplinan Perseroan dalam melakukan pricing kredit dan pengelolaan dana secara aktif.  
Perseroan juga melaporkan peningkatan marjin bunga bersih (NIM) menjadi 4,6% pada Desember 2016 dari 
4,5% pada 2015. Biaya overhead Perseroan tetap stabil pada Rp4,5 triliun untuk tahun keuangan yang berakhir 
31 Desember 2016 dibanding tahun lalu, sebagai hasil dari pengelolaan biaya yang intensif di seluruh operasional 
dan lini bisnis Perseroan. Upaya pengelolaan biaya yang disiplin ini telah memperbaiki Cost to Income Ratio 
(CIR) menuju tingkat terendah sebesar 52,9% per 31 Desember 2016 dari 55,1% pada periode sebelumnya.
ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
PERKEMBANGAN ASET 
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp166.678.902 juta, meningkat 
sebesar Rp9.059.889 juta atau 6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp157.619.013 
juta. Komposisi aset produktif konsolidasian Perseroan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan 
nilai pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah serta 
piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp115.735.906 juta atau 80%, investasi keuangan dan efek-efek 
yang diperdagangkan serta efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp18.459.846 juta atau 
13%, penempatan pada BI dan bank lain dan giro pada bank lain sebesar Rp7.877.465 juta atau 5%, serta 
aset produktif lainnya sebesar Rp2.534.652 juta atau 2%. Perseroan memperbaiki kualitas kredit sehubungan 
upaya restrukturisasi sepanjang tahun telah memberikan hasil yang positif.  Tingkat NPL konsolidasian 
Bank sebesar 3,4% (gross) dan 2,3% (net) per Desember 2016 dibandingkan 3,7% (gross) dan 2,4% (net) 
tahun lalu.  Perseroan  mengurangi beban provisi sebesar 19,6% menjadi Rp1,6 triliun dibandingkan tahun 
lalu.  Meskipun demikian, Perseroan tetap hati-hati dengan kualitas kredit sehubungan bisnis masih terkena 
dampak perlambatan ekonomi.
PERKEMBANGAN LIABILITAS 
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp147.406.296 juta, 
dimana 81% atau Rp118.931.951 juta merupakan simpanan nasabah, diikuti dengan liabilitas atas kelompok 
lepasan yang dimiliki untuk dijual sebesar 4% atau Rp5.735.165 juta, surat berharga yang diterbitkan sebesar 
4% atau Rp5.356.563 juta, obligasi subordinasi sebesar 4% atau Rp5.287.214 juta, beban yang masih harus 
dibayar dan liabilitas  lain-lain sebesar 2% atau Rp3.117.338 juta  dan pinjaman diterima sebesar 2% atau 
Rp2.350.380 juta. Jumlah liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar 4% atau 
sebesar Rp5.530.551 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp141.875.745 juta.
PERKEMBANGAN EKUITAS 
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp19.272.606 juta, 
meningkat sebesar 22,4% atau Rp3.529.338 juta dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang 
sebesar Rp15.743.268 juta. Peningkatan ekuitas ini terutama berasal dari perolehan laba bersih pada tahun 
2016 sebesar Rp1.948.312 juta dan Bank juga telah melakukan penilaian kembali aset tetap berupa tanah 
yang berada di Indonesia. Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan kenaikan nilai tercatat 
sebesar Rp1.501.675 juta dan dicatat sebagai bagian dari ekuitas sebagai cadangan revaluasi aset tetap dan 
penghasilan komprehensif lain.  
ANALISA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (CONSOLIDATED CASH FLOW ANALYSIS)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Tahun yang berakhir pada tanggal  

31 Desember
2016 2015

Arus Kas (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi (4.730.653) 8.496.395
Arus Kas (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Investasi (5.820.618) 485.580
Arus Kas Diperoleh Dari/(Digunakan untuk)  Aktivitas Pendanaan 2.017.210 (462.908)
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas (8.534.061) 8.519.067
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 28.107.192 19.163.235
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing (99.903) 424.890
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 19.473.228 28.107.192

Arus Kas dari aktivitas Operasional
Arus kas keluar aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 
Rp4.730.653 juta terutama digunakan untuk kenaikan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah 
sebesar Rp8.038.617 juta, pembayaran beban bunga dan syariah sebesar Rp7.607.169 juta, kenaikan 
piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp2.825.165 juta, pembayaran beban umum dan administrasi 
sebesar Rp2.894.199 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan pendapatan bunga dan syariah sebesar 
Rp14.839.186 juta serta kenaikan simpanan dari nasabah dan bank lain sebesar Rp3.337.661 juta. Arus kas 
masuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp8.496.395 
juta terutama diperoleh dari penerimaan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp13.822.582 juta, kenaikan 
simpanan dari nasabah dan bank lain sebesar Rp13.571.617 juta, yang dikompensasi dengan pembayaran 
beban bunga dan syariah sebesar Rp7.304.740 juta, kenaikan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan 
syariah sebesar Rp7.447.127 juta, beban umum dan administrasi yang dibayar sebesar Rp2.663.316 juta dan 
pembayaran tenaga kerja dan tunjangan sebesar Rp2.211.090 juta.
Arus Kas dari aktivitas Investasi
Arus kas keluar aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 
Rp5.820.618 juta terutama digunakan untuk pembelian efek-efek dan obligasi rekapitulasi pemerintah tersedia 
untuk dijual. Arus kas masuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 
sebesar Rp485.580 juta terutama diperoleh dari penjualan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah 
tersedia untuk dijual sebesar Rp1.323.013 juta, yang dikompensasikan dengan pembelian efek-efek yang 
dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp647.263 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp200.627 juta.
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan
Arus kas masuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 
Rp2.017.210 juta terutama diperoleh dari penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.835.000 
juta, penerimaan dari obligasi subordinasi sebesar Rp800.000 juta serta penerimaan pinjaman diterima 
sebesar Rp631.433 juta, yang dikompensasikan dengan pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar 
Rp3.268.000 juta. Arus kas keluar aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015 sebesar Rp462.908 juta terutama dari pelunasan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.339.200 
juta yang dikompensasikan dengan penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp2.550.000 juta.  

FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional sebuah bank dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan 
kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan 
berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator, 
perkembangan bisnis perbankan serta acuan Basel II. Risiko yang akan diungkapkan di bawah ini merupakan 
risiko yang berpengaruh besar terhadap kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anak.
A.	 RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1.	 Risiko Kredit
2.	 Risiko Pasar
3.	 Risiko Likuiditas
4.	 Risiko Operasional
5.	 Risiko Reputasi
6.	 Risiko Hukum
7.	 Risiko Kepatuhan
8.	 Risiko Strategis
9.	 Risiko Internasional

B.	 RISIKO TERKAIT DENGAN SEKTOR PERBANKAN INDONESIA
1.	 Risiko Persaingan
2.	 Risiko Sumber Daya Manusia
3.	 Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4.	 Risiko Bencana Alam
5.	 Risiko Perubahan Situasi Ekonomi, Sosial, Politik Dan Keamanan

C.	 RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ANAK ENTITAS
1.	 Risiko Pembiayaan
2.	 Risiko Pendanaan
3.	 Risiko Persaingan
4.	 Risiko Operasional
5.	 Risiko Teknologi
6.	 Risiko Tingkat Ketersediaan dan Permintaan Atas Kendaran Bermotor

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Sejak tanggal 3 Mei 2017, Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (Conditional Shares Purchase Agreement, 
“CSPA”) antara Perseroan dan PT Reliance Capital Management (“RCM”) yang telah ditandatangani pada 
tanggal 11 Januari 2017 telah berakhir karena hingga tanggal 30 April 2017 beberapa persyaratan pendahuluan 
belum dapat dipenuhi. Dengan diakhirinya CSPA, Perseroan akan tetap secara sah memiliki 2.386.646.729 
lembar saham yang mewakili 68,55% saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam WOM Finance. WOM 
Finance akan tetap merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus Ringkas ini, 
tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil 
usaha konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang tercantum dalam 
Prospektus, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik 
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang dalam laporannya bertanggal 25 April 
2017 memberikan opini audit tanpa modifikasian, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN 
PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Mei 1959 yang dibuat 
dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris pengganti Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta. Akta 
Pendirian tersebut kemudian diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 
dan Akta No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 keduanya dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta. 
Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Muda Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Penetapan No. J.A.5/112/18 tanggal 2 Nopember 1959 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan 
Negeri Jakarta di bawah No. 2114, 2115 dan 2116 semuanya tertanggal 5 Nopember 1959, serta diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 6 Mei 1960 Tambahan No. 122. Beberapa ketentuan 
dalam Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 16 Juli 2008 dibuat dihadapan Engawati 
Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0076858.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 
2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 2009 Tambahan No. 
527, dan (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang 
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik yang dimuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6, tanggal 7 April 2009, dibuat 
di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-05099, 
tanggal 1 Mei 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0022523.AH.01.09.Tahun 2009, 
tanggal 1 Mei 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 96, tanggal 1 Desember 2009, Tambahan 873. 
Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60, tanggal 

24 Agustus 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang memuat pernyataan 
kembali seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar 
Perseroan, yang merupakan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan 
OJK No. 32/POJK.04/2014, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, serta persetujuan perubahan nama Perseroan 
menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1.1 Pasal 3, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, 
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah 
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat 
Keputusan No. AHU-0941203.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan 
bukti Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0959770, tanggal 26 
Agustus 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546232 AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 
26 Agustus 2015 dan pada Daftar Perusahaan No. 09.05.1.64.07920 tanggal 16 September 2015. Perubahan 
susunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 5 Februari 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H, 
M.Kn, Notaris di Jakarta, yang memuat perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang peningkatan modal 
ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008501, 
tanggal 9 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016899.AH.01.11.Tahun 
2015, tanggal 9 Februari 2015 dan pada Daftar Perusahaan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 
09.05.1.64.07920 tanggal 24 Maret 2016. Pada tahun 1989, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham 
Perdana (Initial Public Offering) atas saham Seri A sejumlah 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 
per saham kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp11.000,00 per saham yang dicatatkan di Bursa 
Efek Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1989. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam 
(sekarang OJK)melalui Surat Keputusan No. SI-058/SHM/MK.10/189 tanggal 2 Oktober 1989. Modal Dasar 
Perseroan pada saat Penawaran Umum tersebut sebesar Rp300.000.000.000,00 dengan Modal Ditempatkan 
dan Disetor penuh setelah emisi menjadi sebesar Rp112.000.000.000,00. Pada bulan Februari 1994, Perseroan 
melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) atas sejumlah 52.717.184 saham Seri A dengan nilai nominal 
Rp1.000,00 per saham dan harga penawaran sebesar Rp4.000,00 per saham, dimana setiap pemegang 5 
(lima) saham Seri A memiliki hak untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham Seri A. PUT I tersebut telah 
memperoleh persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 25 Januari 1994, dan telah memperoleh pernyataan 
efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-130/PM/1994 pada tanggal 24 Januari 
1994. Saham baru hasil PUT I dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 15 Februari 1994. Pada bulan 
Februari 1997, Perseroan melakukan penawaran atas 1.289.579.469 saham Seri A dengan nilai nominal 
sebesar Rp500,00 per saham melalui Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”), dimana terdapat pula waran 
seri I sebanyak 286.573.215 yang melekat pada PUT II ini. Pada PUT II ini, setiap pemegang 27 saham Seri 
A memiliki hak untuk membeli sebanyak 18 saham Seri A dengan harga penawaran sebesar Rp750,00 per 
saham, serta memiliki hak atas 4 waran seri I yang melekat pada setiap 18 saham Seri A dengan tidak dikenakan 
biaya. HMETD dapat dilaksanakan dalam kelipatan 9 saham Seri A dengan harga Rp6.750,00. Jumlah dana 
yang diperoleh dari PUT II adalah sebesar Rp967.185 juta. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS yang 
diadakan pada tanggal 27 Desember 1996, serta telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang 
OJK) melalui Surat Keputusan No. S-2093/PM/1996 tanggal 28 Desember 1996. Saham baru hasil PUT II 
dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 16 Januari 1997. Pada bulan Maret 1999, Perseroan 
melakukan penawaran atas 62.101.383.408 saham Seri B melalui Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) 
dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp125,00 per 
saham, serta sebanyak 7.762.672.926 waran seri II. Setiap 1 (satu) pemegang saham Seri B memiliki hak 
untuk membeli sebanyak 16 saham Seri B. Perseroan juga melakukan PUT III lanjutan atas 26.810.616.592 
saham Seri B dengan nilai nominal dan harga penawaran yang sama dengan PUT III. Perseroan memperoleh 
persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 31 Maret 1999 dan memperoleh pernyataan efektif dari 
Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-2093/PM/1996 pada tanggal 30 Maret 1999 serta 
pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK)  untuk PUT III lanjutan melalui Surat Keputusan No. S-857/
PM/1999 pada tanggal 8 Juni 1999. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT III adalah sebesar Rp4.486.424 
juta (untuk 35.891.396.568 saham Seri B dan 4.486.424.571 waran seri II) yang diterima Perseroan pada bulan 
April dan Juni 1999. Saham baru hasil PUT III dan PUT III lanjutan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada 
tanggal 6 April 1999 dan 21 Juni 1999. Pada tahun 1999, Perseroan merupakan salah satu bank yang ikut 
serta dalam Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri 
Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/I2/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 serta 
pengumuman dari Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Indonesia tanggal 13 Maret 1999. 
Dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Pemerintah melakukan penyertaan modal pada bank umum 
dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar 80% dari kebutuhan dana rekapitalisasi bank untuk mencapai Rasio 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 4%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 34 tanggal 24 Mei 1999, Pemerintah Indonesia melakukan penyertaan modal pada Perseroan sebesar 
Rp8,7 triliun. Namun oleh karena pemegang saham pengendali dan Masyarakat pada saat itu menyetor modal 
ke dalam Perseroan melalui PUT III dan PUT III lanjutan (penerbitan Saham Seri B dan Saham Seri C) melebihi 
jumlah minimum 20% dari kebutuhan dana rekapitalisasi Perseroan untuk mencapai CAR 4%, maka penyertaan 
modal Pemerintah Republik Indonesia pada Perseroan menjadi hanya sebesar Rp6,6 triliun. Jumlah tersebut 
lebih rendah Rp2,1 triliun dari jumlah maksimum dana rekapitalisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia 
untuk Perseroan. Selanjutnya Perseroan mengembalikan selisih dana rekapitalisasi sebesar Rp2,1 triliun 
kepada Pemerintah Indonesia pada bulan Januari 2000. Sebelum di rekapitalisasi oleh Pemerintah Indonesia 
pada tahun 1999, Perseroan merupakan bank publik yang dimiliki dan dikendalikan oleh Grup Sinar Mas. 
Setelah proses rekapitalisasi, Perseroan secara mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia 
melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”). Selanjutnya pada bulan Nopember 2003, BPPN 
selaku pemegang saham Pengendali Perseroan menjual sebesar 24.369.506.578 Saham Seri D atau sebesar 
51% saham Perseroan kepada Sorak yang merupakan konsorsium yang dimiliki oleh Kookmin Bank dan 
Fullerton Financial Holdings Pte., Ltd. anak perusahaan Temasek Holdings, Singapore dan pada bulan Desember 
2003, Pemerintah melepaskan lagi sebesar 8.327.400 Saham Seri D ke Masyarakat. Dengan dimilikinya 51% 
saham Perseroan, maka Sorak menjadi pemegang saham pengendali baru Perseroan. Pada tanggal 20 Mei 
2002, Perseroan melakukan penawaran atas 38.973.254.169 saham Seri D melalui Penawaran Umum Terbatas 
IV (“PUT IV”) dengan nilai nominal Rp125,00 per saham dan harga penawaran sebesar Rp125,00 per saham, 
dimana setiap 10 pemegang saham Seri D memiliki hak untuk membeli sebanyak 42 saham Seri D. Perseroan 
memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam (sekarang OJK) melalui Surat Keputusan No. S-1304/PM/2002 
tanggal 17 Juni 2002 dan memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 18 Juni 2002. Jumlah dana yang 
diperoleh melalui PUT IV yang dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Juli 2002 hingga 18 Juli 2002 sebesar 
Rp4.813.000 juta (untuk 38.504.000.000 saham Seri D), dimana sebesar Rp68.827 juta diperoleh dari publik 
dan sebesar Rp4.744.173 juta (untuk 37.953.381.510 saham Seri D) diperoleh dari Pemerintah melalui BPPN 
yang bertindak sebagai pembeli siaga. Dana yang diperoleh dari PUT IV diperoleh pada bulan Juli 2002. Saham 
baru hasil PUT IV dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Juli 2002. Pada akhir tahun 2008, Maybank 
mengambil alih seluruh pengendalian saham Perseroan melalui akuisisi Sorak dan pembelian saham Perseroan 
oleh MOCS melalui mekanisme penawaran tender. Guna melengkapi proses perubahan pengendalian saham 
Perseroan oleh Maybank melalui MOCS dan Sorak, Perseroan telah menyempurnakan perubahan jajaran 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan pada bulan Maret dan Mei 2009 Perubahan susunan 
anggota Direksi dan Komisaris tersebut termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7, 
tanggal 7 April 2009, dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
No. AHU-AH.01.10-06989 tanggal 1 Juni 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030749.
AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 1 Juni 2009 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
No. 63, tanggal 29 Mei 2009, dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
No. AHU-AH.01.10-12348, tanggal 6 Agustus 2009, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
0049768.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 6 Agustus 2009. Pada tanggal 20 Maret 2009, RUPSLB menyetujui 
perubahan modal Perseroan sehubungan dengan telah dikonversikannya seluruh sisa Saham Seri C milik 
Pemerintah Republik Indonesia menjadi Saham Seri B sebagai akibat dialihkannya seluruh Saham Seri C milik 
Pemerintah Republik Indonesia kepada MOCS melalui mekanisme penawaran tender pada bulan Desember 
2008. Dengan demikian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 7 April 2009 yang dibuat 
dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan 
No. AHU-AH.01.10-05099 tanggal 1 Mei 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 
96 tanggal 1 Desember 2009 Tambahan 873, struktur modal ditempatkan dan disetor Perseroan mengalami 
perubahan menjadi sebesar Rp3.266.706.132.900 yang terdiri dari 50.028.436.231 saham dengan perincian 
sebagai berikut:
-	 Sebesar 388.146.231 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp900,00 per saham;
-	 Sebesar 8.891.200.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp225,00 per saham; dan
-	 Sebesar 40.749.090.000 Saham Seri D dengan nilai nominal Rp22,50 per saham.
Selanjutnya pada tanggal 26 Maret tahun 2010, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham baru 
Seri D melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) kepada para pemegang saham sebesar 
6.253.554.529 saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp225 per saham, sebagaimana tertuang dalam Akta 
Berita Acara Rapat No. 38 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris 
di Jakarta. Dengan dilaksanakannya PUT V dimaksud, maka susunan permodalan dan pemegang saham 
Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42, tanggal 14 Mei 
2010, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.10-30430, tanggal 26 Nopember 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0085986.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 
26 Nopember 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.59 tanggal 24 Juli 2012, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.2088/L tahun 2012. Berdasarkan akta tersebut, struktur modal 
ditempatkan dan modal disetor Perseroan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.407.411.109.803 yang 
terdiri dari 56.281.990.760 saham dengan perincian sebagai berikut:
-	 Sebesar 388.146.231 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp900 per saham;
-	 Sebesar 8.891.200.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp225 per saham;
-	 Sebesar 47.002.644.529 Saham Seri D dengan nilai nominal Rp22,5 per saham.
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.H.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, (i) pada tanggal 19 
Juni 2013, MOCS telah melepaskan sejumlah kepemilikan sahamnya atas Perseroan sebesar 9% kepada 
UBS AG London-Asia Equity melalui mekanisme pasar, sehingga kepemilikan MOCS di Perseroan menjadi 
19.113.152.491 saham atau sebesar 33,96%, dan (ii) pada tanggal 22 Nopember 2013, Sorak telah melepaskan 
sejumlah kepemilikan sahamnya atas Perseroan sebesar 9,31% kepada UBS AG London-Asia Equity melalui 
mekanisme pasar, sehingga kepemilikan Sorak di Perseroan menjadi 27.449.983.641 saham atau sebesar 
45,02%. Pada tanggal 27 Juni 2013, Perseroan melakukan penawaran atas 4.690.165.897 saham kepada 
para pemegang saham baru Seri D melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”) dengan 
nilai nominal sebesar Rp22,50 per saham dan harga penawaran sebesar Rp320 per saham, dimana setiap 
pemegang 12 saham lama berhak untuk membeli sebanyak 1 saham baru Seri D. Perseroan memperoleh 
pernyataan efektif dari OJK melalui Surat Keputusan No.S-187/D.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan memperoleh 
persetujuan RUPS pada tanggal 27 Juni 2013. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT VI adalah sebesar 
Rp1.500.853.087.040.  Saham baru hasil PUT VI dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 
2013. Pada bulan November 2014, Perseroan melakukan penawaran atas 6.774.684.073 saham kepada para 
pemegang saham baru Seri D melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas VII (“PUT VII”) dengan nilai 
nominal sebesar Rp22,5 per saham dan harga penawaran sebesar Rp221 per saham, dimana setiap pemegang 
9 saham lama berhak untuk membeli sebanyak 1 saham baru Seri D. Perseroan memperoleh pernyataan 
efektif dari OJK melalui Surat Keputusan No.S-493/D.04/2014 tanggal 27 November 2014 dan memperoleh 
persetujuan RUPS pada tanggal 28 November 2014. Jumlah dana yang diperoleh melalui PUT VI adalah sebesar 
Rp1.497.205.180.133. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Perubahan Angaran Dasar No. 60, tanggal 24 Agustus 2015, dibuat dihadapan Aryanti 
Artisari, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang memuat pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar sehubungan 
dengan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian terhadap 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Peraturan OJK No. 33/
POJK.04/2014, serta persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk, 
sehingga dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1.1, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 
14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran 
Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0941203.AH.01.02.Tahun 2015, 
tanggal 26 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0959770, tanggal 26 Agustus 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-3546232 AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan pada Daftar Perusahaan berdasarkan 
Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.64.07920 tanggal 16 September 2015. Perubahan susunan modal 
ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 4, tanggal 5 Februari 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H, M.Kn, Notaris di 
Jakarta, yang memuat perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang peningkatan modal ditempatkan dan 
disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008501, tanggal 9 Februari 2015 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016899.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 9 Februari 
2015 dan pada Daftar Perusahaan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.64.07920 tanggal 24 
Maret 2016. Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum sejak tahun 1959 berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138412/U.M.II tanggal 13 Oktober 1959. Pada tahun 
2015, Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan nama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan 
Dewan Komisioner OJK No. 18/KDK/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Izin Usaha Atas 
Nama PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Indonesia 
Tbk. Pada tahun 1979, Perseroan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Tabungan 
Untuk Umum 1859, Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia No.KEP-44/
KM.11/1979 pada tanggal 28 Desember 1979. Sejak tanggal 31 Maret 1980, PT Bank Tabungan Untuk Umum 
1859, Surabaya secara resmi diambil-alih dan digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Surabaya. Pada 
tahun 1988, Perseroan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Bank Umum 
menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 21/11/Dir/UPPS tanggal 9 Nopember 
1988. Selanjutnya di tahun 2002, Perseroan memutuskan untuk menambah aktivitas perbankan Syariah dan 
melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk mengakomodir hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 5 September 2002 yang 
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. C-19589.HT.01.04.TH.2002 tanggal 10 
Oktober 2002 dan Perseroan telah mendapat persetujuan dari BI untuk melakukan pembukaan kantor-kantor 
cabang Syariah berdasarkan Surat BI No. 5/257/DPIP/Prz, tanggal 2 Mei 2003 tentang Persetujuan Prinsip 
Pembukaan Kantor Cabang Syariah per 31 Maret 2017, Perseroan memiliki 425 kantor domestik yang terdiri 
dari 79 kantor cabang, 312 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23 
kantor fungsional mikro, 7 kantor cabang syariah, 1 kantor cabang pembantu syariah mikro yang tersebar di 
seluruh Indonesia serta 1 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mumbai. Perseroan juga telah terkoneksi 
dengan lebih dari 35.000 ATM yang tergabung dalam Jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS, 
Malaysian Electronic Payment System (MEPS) dan sekaligus juga terhubung dengan lebih dari 2.800 ATM 
Maybank di Malaysia dan Singapura.
KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, berdasarkan 
Daftar Pemegang Saham per 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai BAE 
Perseroan adalah sebagai berikut: 

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase 
(%)

1. Sorak 30.499.981.823 45,02
2. MOCS 23.006.572.441 33,96
3. UBS AG London 12.402.816.700 18,31
4. Masyarakat 1.837.469.766 2,71
Jumlah 67.746.840.730 100

Berdasarkan keterangan dari BAE PT Sinartama Gunita, perincian atas saham-saham tanpa warkat tidak 
dapat dibedakan jumlah saham per seri yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dikarenakan 
setiap seri saham memiliki sifat yang sama dan hanya berbeda nilai nominalnya sehingga perdagangan 
dan pencatatan atas saham-saham tanpa warkat tersebut tidak dapat lagi dibedakan menurut seri saham.
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 102, tanggal 31 Maret 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta, 
dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. 
AHU-AH.01.03-0131516,  tanggal 27 April 2017, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0055158.
AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 27 April 2017 dimana berdasarkan akta tersebut susunan Dewan Komisaris 
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: 
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris	 :	 Datuk Abdul Farid bin Alias
Komisaris		  Edwin Gerungan
Komisaris 	 :	 Spencer Lee Tien Chye
Komisaris Independen	 :	 Umar Juoro
Komisaris Independen	 :	 Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen	 :	 Achjar Iljas
Direksi:
Presiden Direktur	 :	 Taswin Zakaria
Direktur 	 :	 Thilagavathy Nadason
Direktur 	 :	 Jenny Wiriyanto
Direktur Kepatuhan,
Corporate Secretary dan
Direktur Independen	 :	 Dhien Tjahajani
Direktur	 :	 Eri Budiono
Direktur 	 :	 Irvandi Ferizal
Direktur	 :	 Restiana Ie Tjoe Linggadjaya
Direktur	 :	 Effendi
Taswin Zakaria dalam kedudukannya selaku Direktur UUS memiliki kompetensi  dan komitmen dalam 
pengembangan UUS, sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI 
Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah pasal 8.Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Sehubungan dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 
Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Maybank 
Indonesia No. SK.2014.004/PRESDIR tanggal 18 Juli 2014, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat 
Dhien Tjahajani sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan yang mulai berlaku terhitung 
sejak tanggal 18 Juli 2014.
Komite Audit
Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap 
laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal 
yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:
1.	 Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2.	 Melakukan pemantauan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar 

dan kebijakan akuntansi yang berlaku, dapat terpenuhi serta menelaah informasi keuangan yang akan 
dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya untuk 
menilai kesesuaiannya dengan standar dan kebijakan yang berlaku;

3.	 Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

4.	 Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern 
(SKAI) serta mengkaji kecukupan Piagam Audit Intern;

5.	 Memberi masukan dalam proses pemilihan auditor ekstern dengan menelaah independensi dan objektifitas, 
menilai kualitas pelayanan serta kewajaran biaya yang diajukan audit ekstern; 

6.	 Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak-lanjut hasil pemeriksaan Audit Intern, Audit Ekstern 
dan BI; dan 

7.	 Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham 
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, serta peraturan sejenis 
lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka Perseroan telah memenuhi dan membentuk suatu Komite 
Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2015.001/DIR COMPLIANCE tanggal 24 April 
2015, sehingga susunan Komite Audit Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Achjar Iljas (Komisaris Independen)
Anggota : Umar Juoro (Komisaris Independen)
Anggota merangkap 
Sekretaris Eksekutif

: Nina Diyanti Anwar (Pihak Independen – Bidang Keuangan/Akuntansi)
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT 
Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Karir beliau dimulai sebagai 
Auditor pada PriceWaterhouse (1985 – 1988) dan selanjutnya beliau menjadi Analis 
Keuangan pada USAID, Jakarta (1988 – 1989). Beliau kemudian berkarir di industri 
perbankan dan sempat menduduki beberapa posisi diantaranya Account Manager 
pada Bank Indovest (1989 – 1994); Senior Credit Analyst (1994 – 1995) dan Account 
Manager/AVP (1995 – 1999) pada Rabobank; Account Officer/AVP pada ABN Amro 
Bank (1999 – 2000); Group Head/VP Investor Relations Division/Treasury Group/
Assets Management Division pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN 
(2000 – 2004). Selanjutnya beliau juga sempat menjabat sebagai anggota Komite 
Audit PT Semen Gresik (2004 – 2011) dan sekarang juga menjabat sebagai anggota 
Komite Audit PT GMF Aerosia (2006 – sekarang). Beliau meraih gelar Sarjana pada 
bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1985. 

Anggota : Agus Kretarto (Pihak Independen – Bidang Keuangan/Akuntansi)
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Seorang Akuntan. Menjabat sebagai Anggota 
Komite Audit dan Pemantau Risiko PT Bank Internasional Indonesia sejak 19 April 
2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko 
Perseroan sejak 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit 
dan Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia. Karir beliau sebelumnya di bidang 
perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002 
– 2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Sekretaris Perusahaan 
PT Bank Rama Tbk (1995 – 2000) dan Kepala Internal Audit (1993 – 1994). 
Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan 
Pengembangan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada 
Bank Ekspor Impor Indonesia (1987 – 1992). Beliau juga pernah ditunjuk sebagai 
board member Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta (2005 – 2011). 
Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh 
gelar Master (Magister Manajemen) dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Masa jabatan Komite Audit Perseroan tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan pada tahun 2018, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan 
komite, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah 
susunan keanggotaan komite (mana yang lebih dulu terjadi). Selanjutnya isi dari Piagam Komite Audit Perseroan 
juga telah disesuaikan dengan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris 
No. 06/KOM/04/2016 tanggal 22 April 2016.
Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan 
khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia tentang GCG (Good Corporate Governance), anggota Komite Pemantau Risiko 
paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak 
Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian 
di bidang manajemen risiko. Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.2015.005/DIR COMPLIANCE, tanggal 22 
Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee) periode 
2015-2018, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua/Anggota : Umar Juoro Komisaris Independen
Anggota merangkap 
Sekretaris Eksekutif

: Agus Kretarto Pihak Independen - Bidang Keuangan/Akuntansi

Anggota : Achjar Iljas Komisaris Independen
Spencer Lee Tien Chye Komisaris
Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen
Farid Haryanto Pihak Independen - Bidang Manajemen Risiko

Tugas dan tangung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut : 
1.	 Melakukan evaluasi atas usulan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko yang diajukan kepada Dewan 

Komisaris yang meliputi: 
1.1	 Kerangka Kerja Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan. 
1.2	 Kebijakan dan limit: 

·	 Treasury,
·	 Financial Institution,
·	 Industri Limit,
·	 Internal Batas Maksimum Pemberian Kredit.

1.3	 Kebijakan Perkreditan Perseroan
1.4	 Kebijakan Manajemen Risiko (Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko 

Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Strategi). 
2.	 Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur pelaksanaan stress testing serta melakukan evaluasi 

atas efektifitas stress testing yang dilakukan.
3.	 Melakukan evaluasi kepatuhan implementasi manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risiko.
4.	 Melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis yang diusulkan unit kerja sebelum diajukan ke Dewan 

Komisaris.
5.	 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko.
6.	 Memberikan  saran dan rekomendasi  kepada Dewan Komisaris  atas setiap informasi yang timbul dari 

hasil pengawasannya.
7.	 Melakukan tugas lainnya yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris dan Komite.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 
Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014. 
Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling 
kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Komisaris dan 
seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite 
Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Tidak ada anggota Direksi yang 
menjadi menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan, komposisi dan kriteria independensi 
dari Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi No. SK.2016.002/DIR COMPLIANCE, tanggal 24 Juni 2016, susunan keanggotaan Komite 
Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
Ketua : Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen
Anggota : Datuk Abdul Farid bin Alias Presiden Komisaris

Umar Juoro Komisaris Independen
Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif : Setyorini Rahayu Pejabat Eksekutif

Tugas utama dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi secara garis besar adalah sebagai berikut:
1.	 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2.	 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

a.	 Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham;

b.	 Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan 
kepada Direksi.

3.	 Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham.

4.	 Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan 
Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

5.	 Merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
6.	 Memastikan bahwa tingkat remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif telah memadai 

dan sesuai dengan kapasitas serta sistem kompensasi Perseroan.
7.	 Mengevaluasi kinerja individu dan kolektif Direksi, memantau Program Pengembangan Pejabat Eksekutif 

serta mengevaluasi rencana suksesi untuk manajemen puncak.
8.	 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan untuk pemilihan dan atau 

penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.
9.	 Menominasikan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Unit Internal Audit
Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015, pada saat ini Perseroan telah membentuk 
Komite Audit internal. Internal Audit Committee merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi pada bulan Mei 
2012 untuk membantu kinerja Direksi dalam memastikan pelaksanaan komitmen Bank kepada pihak otoritas 
yang berwenang serta melakukan evaluasi atas hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor 
internal maupun eksternal serta pihak otoritas berwenang.
KEGIATAN USAHA
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menempatkan layanan kepada nasabah sebagai unsur 
penting dalam pencapaian target finansial, yang pada akhirnya membangun loyalitas nasabah dan menghasilkan 
pertumbuhan pendapatan. Dengan dukungan dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Perseroan 
senantiasa berusaha untuk mencapai standar layanan prima dengan tujuan menjadi bank swasta terkemuka di 
Indonesia dengan tingkat profitabilitas yang optimal. Pada saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya 
melalui 2 (dua) Strategic Business Unit yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.	 Community Financial Services
2.	 Global Banking

KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK
Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas 
Anak sebagai berikut:

Entitas Anak Tahun Mulai 
Penyertaan Kegiatan Usaha Persentase 

Kepemilikan

PT Maybank Indonesia 
Finance 1991

Pembiayaan  
(Sewa Guna Usaha, Factoring, 

Consumer Finance)
99,99%

PT Wahana Ottomitra 
Multiartha Tbk 1982

Pembiayaan  
(Sewa Guna Usaha, Factoring, 

Consumer Finance)
68,55%

PERPAJAKAN
Calon Pembeli SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini diharapkan 
untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari 
penerimaan BAGI HASIL/bunga, pembelian, pemilikan maupun penjualan SUKUK MUDHARABAH DAN 
OBLIGASI yang dibeli melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG
Wali Amanat	 :	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Konsultan Hukum	 : 	 Melli Darsa & Co.
Akuntan Publik	 : 	 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
		  (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
Notaris	 :	 Aryanti Artisari S.H, M.Kn

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG
A.	 Pendaftaran SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI ke dalam Penitipan Kolektif
Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini 
telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi. Dengan 
didaftarkannya Sukuk Mudharabah dan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi 
yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.	 Perseroan tidak menerbitkan atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat 

kecuali Sertifikat Jumbo atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas 
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi. Atas Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya 
atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan akan dikreditkan ke dalam 
rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 11 Juli 2017. KSEI akan menerbitkan 
Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan atas 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan 
bukti kepemilikan yang sah atas atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b.	 Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar 
Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c.	 Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang 
atas Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan 
Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok 
Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi;

d.	 Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 
dan Bunga Obligasi adalah  Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah dan Pembayaran Bunga Obligasi. Apabila terjadi transaksi terhadap Sukuk Mudharabah dan  
Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 
dan Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah dan Obligasi tidak berhak 
atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Bunga Obligasi pada periode yang bersangkutan, 
kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku;

e.	 Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dan Obligasi dengan 
memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan  
Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah dan  Obligasi 
tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan 
RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan 
dari Wali Amanat;

f.	 Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah dan Obligasi wajib membuka 
Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di 
KSEI.

B.	 PEMESAN YANG BERHAK
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat 
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang 
berhak membeli Sukuk Mudharabah dan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 
C.	 PEMESANAN PEMBELIAN  SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI 
Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan 
Pembelian Sukuk Mudharabah dan  Obligasi (“FPPSM/OS”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat 
diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab 
XIV Prospektus, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan 
pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut 
di atas tidak dilayani.
D.	 JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu 
satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
E.	 MASA PENAWARAN
Masa Penawaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi dimulai tanggal 23 Juni 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup 
pada tanggal 6 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.
F.	 TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI 
Sebelum Masa Penawaran Sukuk Mudharabah dan Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan 
pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi dengan mengajukan FPPSM/OS selama jam kerja yang umum 
berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat 
dalam Bab XIV Prospektus, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus serta FPPSM/OS.
G.	 BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHABARAH DAN OBLIGASI 
Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian 
Sukuk Mudharabah dan  Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPSM/
OS yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi bukan merupakan 
jaminan dipenuhinya pemesanan.
H.	 PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI 
Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah dan Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-
masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya 
masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2017. Penjatahan Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi ini mengikuti peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. KEP-691/BL/2011 
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Perseroan 
akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK paling lambat lima Hari 
Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014. Manajer 
Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan 
Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan 
berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas 
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam dan LK No. 
IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam 
Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Dalam hal terjadi 
kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih 
dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan 
Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan 
LK Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan 
dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
I.	 PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI 
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah dan Obligasi, Pemesan harus segera 
melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin 
Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif 
pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT 
Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities (terafiliasi) selambat-lambatnya pada tanggal 
10 Juli 2017 pukul 11.00 WIB (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini. Untuk pemesan yang 
melakukan pemesanan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi dapat melakukan 
pembayaran pada rekening di bawah ini:

Rekening Sukuk Mudharabah
PT BAHANA SEKURITAS
Bank Maybank Indonesia 

Cabang Summitmas
No. Rekening: ●

a.n: ●

Rekening Obligasi
PT BAHANA SEKURITAS
Bank Maybank Indonesia 

Cabang Summitmas
No. Rekening: ●

a.n: ●
PT INDO PREMIER SEKURITAS

Bank Maybank Indonesia 
Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ)

No. Rekening: ●
a.n: ●

PT INDO PREMIER SEKURITAS
Bank Maybank Indonesia 

Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ)
No. Rekening: ●

a.n: ●
PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

Bank Maybank Indonesia 
Cabang Bursa Efek Indonesia

No. Rekening: ●
a.n: ●

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES
Bank Maybank Indonesia 

Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: ●

a.n: ●
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan 
jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
J.	 DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
Pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 11 Juli 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Sukuk 
Mudharabah dan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi memberi instruksi 
kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dan Obligasi dari Rekening Sukuk Mudharabah 
dan Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin 
Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya 
pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Obligasi kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi, 
maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah dan Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab 
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi yang bersangkutan.
K.	 PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran 
Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi suatu keadaan 
di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a.	 indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari 

Bursa berturut-turut; 
b.	 bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 
c.	 Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud 
dalam butir (i), (ii), dan (iii) di atas, Perseroan  wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) mengumumkan 
penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat 
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah 
penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan  
dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; (b) menyampaikan informasi 
penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa 
Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point (a); (c) 
menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point (a) kepada Otoritas Jasa Keuangan 
paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan (d) Perseroan yang menunda masa 
Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan  
Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan 
tersebut. Perseroan  yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii), dan (iii) di atas, 
dan akan memulai kembali  masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) dalam hal 
penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) maka 
Perseroan  wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah 
indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) 
dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; (b) dalam hal indeks 
harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) 
di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; (c) wajib 
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi 
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran 
Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi 
masa Penawaran Umum (disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan  dapat juga 
mengumumkan dalam media massa lainnya); dan (d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam poin (c) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah 
pengumuman dimaksud. Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Mudharabah dan Obligasi ditolak sebagian atau 
seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan sesuai dengan instruksi dari Manajer 
Penjatahan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi dan/atau Penjamin 
Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah 
tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, 
maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi/Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda 1% 
(satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Sukuk Mudharabah dan Obligasi per tahun kepada pemegang 
Sukuk Mudharabah dan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah 
Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya 
dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender 
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Perseroan  yang melakukan penundaan sebagaimana 
dimaksud dalam butir (i), (ii), dan (iii) di atas, dan akan memulai kembali  masa Penawaran Umum berlaku 
ketentuan sebagai berikut: (a) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi 
sebagaimana dimaksud dalam butir (i) maka Perseroan  wajib memulai kembali masa Penawaran Umum 
paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami 
peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang 
menjadi dasar penundaan; (b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan 
kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan 
masa Penawaran Umum; (c) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai 
jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi 
setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari 
Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum (disamping kewajiban mengumumkan dalam surat 
kabar, Perseroan  dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya); dan (d) wajib menyampaikan 
bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (c) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 
(satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud. Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika 
pesanan Sukuk Mudharabah dan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan sesuai 
dengan instruksi dari Manajer Penjatahan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 
(dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. 
Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan 
pembatalan Penawaran Umum Obligasi/Sukuk Mudharabah, dan pembayaran pemesanan Obligasi/Sukuk 
Mudharabah telah diterima Emiten, maka Emiten wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada 
para pemesan Obligasi/Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja 
terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Sukuk 
Mudharabah. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi 
atau Emiten yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan 
untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu  persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per 
tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan 
pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya  dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam  puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan   adalah 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak 
datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka 
Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar 
bunga dan/atau denda  kepada para pemesan Obligasi. Emiten tidak bertanggung jawab dan dengan  ini 
dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang 
disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana 
Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi tidak 
bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan yang disebabkan 
karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Emiten. Jika terjadi keterlambatan, 
maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah/Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Emiten yang 
menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kompensasi kerugian akibat keterlambatan 
dengan jumlah yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah 
untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat 
sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), 
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 
30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, 
akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan 
Penawaran Umum, maka Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah/Penjamin Emisi 
Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda  kepada para pemesan Sukuk 
Mudharabah. Emiten tidak bertanggung jawab dan dengan  ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Sukuk Mudharabah/Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak 
dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah/
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah/Penjamin Emisi Sukuk 
Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan 
yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Emiten.	
L.	 LAIN-LAIN
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan 
pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK 
MUDHARABAH DAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Obligasi dapat diperoleh pada 
kantor para Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah dan Obligasi serta Penjamin Sukuk Mudharabah dan 
Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI 
PT Bahana Sekuritas
Graha Niaga 19th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Tel. (021) 250 5081
Fax. (021) 250 5071

Situs Internet: www.bahana.co.id 

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167

Situs Internet: www.indopremier.com
PT Maybank Kim Eng Securities

Gedung Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No.8

Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia

Tel. (021) 8066 8500
Fax. (021) 8066 8501

Situs Internet: www.maybank-ke.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT 
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM 
PROSPEKTUS.


